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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOISR

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSIIZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATITOBA SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas
kegiatan pemanfaatan ruang tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan, derni meujaga kepeutingan unium dan
menjaga kelesiarian lingkungan, maka dirasa perlu melakukan pengaturan
dengan carapemberian izin gangguan;
bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir Namor 36 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu
dievaluasi karena terlalu tingginya tarif retribusi dan telah bergantinya
berbagai peraturan perundaug-uudangan sebagai dasarpembuatan Peraturan
DaerJi dimaksud;
bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas pada huruf “b” perlu
ditetapkan Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peiindustrian (Lembaran
NegaraTahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahau atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nornor 4048);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188 Tambahan
Letnbarati Negara Nomor 3794)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan
Lembaran NegaraNomor 4389 );
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437 ) - sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintali
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor4493>, .
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838):

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4137);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan

BUPATI TOBA SAMOSIR

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
RETRIBUSIIZIN GANGGUAN.

BAB I

KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toba Samosir
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha tettentu yang diberikan kepada orang pribadi atau

Badan Usaha dilokasi tettentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan, dengan maksudmelaksanakan suatu kegiatan tertentu.

6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi daerah, diwajibkan untuk malakukan pembayaran retribusi daerah.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
bentuk apapun, perkumpulan, Firrna, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga

^Bentuk Usaha tetap serta Badan Usaha lainnya.
8. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten oleh

setiap orang atau badan atas jasa pemberian Izin Gangguan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan

retribusi yang menentukan besamya pokok retribusi.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Secara Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Secara

Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang
meiekat pada jabatan apabila pejabat yang bersangkutan mengangap SPTRD tidak wajar
dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupabunga.

12. Surat Pemberitalman Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah
surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
retribusi terhutang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan
SKRDLB adalali surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
tidak seharusirya terutang.

14. Surat perintah membayar kelebihan retribusi yang disingkat SPMKR adalah surat perintah
yang dikeluarkan oleh Bupati kepada kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan retribusi
kepada wajib retribusi atas pemiokouan yang bersangkutan.
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15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalab serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipii, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang teijadi serta
menemukan iersangka.

BAB II

NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanaa pemberian Izin
Gangguan.

Pasal 3

Subjek Retribusi adaiah orang atau badan usaha yang mendapat dan/atau memperoleh Izin
Gangguan.

Pasal 4

Objek Retribusi adaiah pelayanan Izin Gangguan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang
pribadi atau badan usaha.

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan tetmasuk golongan retribusi perizinan tertentu yang merupakan
kegiatan pemerintah kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas tempat
usaha yang didirikan oleh orang pribadi atau badan usaha.

BAB m
P E R I Z I N A N

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi
tertentu yang diperkirakan dapai menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak
termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, diwajibkan mcmiliki izin Gangguan.

(2) Bagi Setiap orang alau badan usaha yang akan mendirikan, memperluas ataumendaflarkan
ulang izinnya, apabila usahanya betpotensi menghasilkan limbah pencemaran divvajibkan
melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lmgkungan (AMDAL).

Pasal 7

(1) Permohonan izin oleh crang pribadi atau badan usaha, diajukan kepada Bupati ataupg'abat
yang ditunjuk.

(2) Khusus -bagi perusahaan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah, \vajib memperoleh surat keterangan berlokasl di Kawasan Industri
dari Bupati.

Pasal 8

Syarat-syarat dan tala cars pengajuan permohonan Izin Gangguan, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
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I 15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalab serangkaian tindakan yang dilakukan
oleli Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta
no enem ukan tersangka

BABII

NAMA,SUBJEK, OBJEKDAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan peniberian Izin
Gangguan.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapat dan/atau memperoleh Izin
Gangguan.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan Izin Gangguan oleli Pemerintah Kabupaten kepada orang
pribadi atau badan usaha

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan tennasuk golongan retribusi perizinan teitentu yang merupakan
kegiatan pemerintah kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas tempat
usaha yang didirikan oleh orang pribadi atau badan usaha.

BAB III

P E R I Z I N A N

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi
tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak
tennasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, diwajibkan memiliki izin Gangguan.

(2) Bagi Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan
ulang iziimya, apabila usahanya berpotensi meughasilkau limbah pencemaran diwajibkan
melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 7

(1) Permohonan izin oleli orang pribadi atau badan usaha, diajukan kepadaBupati atau pejabat
yang ditunjuk.

(2) Khusus bagi perusahaan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah, wajib memperoleh surat keterangan berlokasi di Kawasan Industri
dari Bupati.

Pasal 8

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan, diatur iebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
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BAB IV

PRINSIP DAN CARA PENETAPAN SERTA BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Prinsip penetapan retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pengecekan, pengukuran,
pemeriksaan dan pengendaiian setta biaya pernbinaan maupun biaya transportasi petugas.

(2) Cara Penetapan retribusi adalali dengan menggunakan rumus sebagai .berikut:

I = TLxILxIGxLRTU

dengan ketentuan:

I = Retribusi Izin Gangguan adalak jumlak Retribusi Pemberian Izin Gangguan
yang harus dibayarkan kepada Pemerintak Daerah.

TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan permeter dan luas ruang usaha yang
melipuii bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi Lingkungan.
Dengan Perincian sebagai berikut :

= Indeks lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi
jalan dengan parameter :
- Jalan Utama dengan nilai
- Jalan Sekunder dengan nilai
- Jalan Lingkungan dengan nilai

= Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan
yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :
- Gangguan Besar dengan Nilai : 3
- Gangguan Menengak dengan Nilai : 2
- Gangguan Kecil dengan Nilai

IL

3
2
I

IG

: 1
LRTU= Luas Ruang Tempat Usaha.

(3) Besarnya retribusi yang harus dibayar per meter bujur sangkar bangunan adalali:

a. Lingkungan Industri :

Rp. 375!-/ m2

Rp. 500,-/ m2

Rp. 625,-/ m2 “

Rp. 750,-/ m2

Luas 25 m*1
2 Luas 26 m s/d 100 m

Luas 101 m2 s/d 500 m23
Luas 501 m2 s/d 1000 nr4

5 Luas 1001m* ke atas

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

m
Rp. 275,-/ m*

Rp. 400,-/ m2

Rp. 500,-Am2

Rp. 600,-/ m2

1 Luas 25 mx
2 Luas 26 m s/d 100 m
3 Luas 101 nr s/d 500 m2

4 Luas 501 m s/d 1000 m
3 Luas 1001 m2 ke atas
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c. Lingkungan Pemukiman Sosial :

H.Luas 25 m nwwnRp. 250,-/ m:
Rp. 350,-/ m2 ~

1
2 Luas 26 mVd 100 m
3 Luas 101 nr s/d 500 m*

4 Luas 501 m s/d 1000 nr
Luas 1001 m2 ke atas

Rp. 450,-/ in
2

Rp. 550,-/ m23

d. Lingkungan Pergudangan :

Luas 25 m* Rp! 225,-7 m2

Rp. 350,-/ m*

W&
1
2 Luas 26 in* s/d 100 m*

3 Luas 101 m2 s/d 500 m " Rp. 425,-/ m*

Rp. 550,-/ m24 Luas 501 m* s/d 1000 nr
Rp. 650,-/ m*5 Luas 1001 in* ke alas

BAEV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYAIZIN

Pasal 10

(1) Jangka waktu berlakunya izin adalak selama usaka itu masik beroperasi/melaksanakan
kegiatan..

(2) Daiam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan, terhadap izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diiakukan pendaftaran ulang setiap 1 (salu) takun sekali.

(3) Besamya retribusi yang dibayar pada saat pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribusi awal.

(4) Syarat-syarst dan tata cara pengajuan permohonan pendaftaran ulang sebagaim
dimaksudpada ayat (3) diatur lebik lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

(1) Berdasarkan pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
(2) Dalam hal SKRD tidak dipenuki olek Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka

diterbitkan SKRD Secara Jabatan.
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagiamana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

ana

Pasal 13

Apabila berdasarkan kasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan
SKRD Tambahan.
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BAB VII

TATA CARA FEMEAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah alau ditempat lain yang ditunjuk
sesuai waktu yang ditentuban dengan menggunakan SKRD, SKRD Secara Jabalan dan
SKRD Tambahan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayaran
rettibusi daerah haras disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam
waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi haras dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk

mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagiamana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), diberikan tandabukti
pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 17

Bentuk- bentuk formulir yang dipergunakan untuk peiaksanaan penagihan retribusi daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB'Till

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar
untuk menetapkan besarnya retribusi yang teratang.

Pasal 19

Retribusi teratang, padasaat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAEIX

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD,
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haras disampaik

tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 6 w

(enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

an secara
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1

I
(3) Pengajuan keberaian tidak menunda pembayaran.
(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bams dijawab oleb

Bupati atan pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB X

TATA CARA PERMITTINGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Wajib retribusi hams mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupali untuk
perhitungan pengembalian kelebiban pembayaran retribusi.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retnbusi
dapat diperbitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan
pembayaran tersebut dapat diperbitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, diterbilkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan
kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 23

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3), dilakukan dengan
menerbitkan SPMKR.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindah bukuan
yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN, PENGURANGAN
DAN PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Berdasarkan permohonan wajib retribusi, Bupati dapat memberikan pengurangan,

keringanan dan pembebasan retribusi.
(3) Syarat-syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 25

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalain
penerbitannya terdapat kesalahan tubs, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perandang-undangan retribusi daerah.

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan penuohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hai sanksi tersebut
dikenakau bukan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan
retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan ketetapan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagiamana dimaksud dalam ayat (2)
dan pembatalan sebagaimana dalam ayat (3) haras disampaikan secara tertulis oleh wajib
retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterima SKRD flan STRD dengan m emberikan alasan yang jelas dan meyakinkan
untuk mendukung permohonan.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati
atau pejabat yang dituhjuk paling lama 3 (tiga ) bulan sejak pennohonan diterima.

(6) Apabila sudak lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (5),
Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka pennohonan
pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dan pembatalan dianggap dikabuhcan.

BAB xn
PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang
dihunjuk.

BAB Xffl

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Setiap orang yang melanggar keteniuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini
diancam dengan Pidana kurangan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4
(empat) kali jumlali retribusi yang terutang.

(2) Tinflak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYTDIKAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenlu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Hukum Acara Pidana yang berlaku.
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I
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap;

b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebentran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
retribusi daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan "

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan

tindak pidana dibidang retribusi daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan

dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli daiam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang retribusi daerah;
g. Menyuruh berhenti dan/atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau
dokumeu yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”.

h. Mem otret seseorang yang berkaitan dengan tindak piflana retribusi daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keierangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;
j. Melakukan. tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapaf dipertanggungjawabkan;
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) niemberitakukan dimulainya Penyidikan

dan menyampaikan basil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidikan Pejabat
Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur daiam undang-undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAE XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasat 29

Semua Izin Gangguan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih
tetap berlaku sampai batas vvaktu yang ditentukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Toba Samosir Nomor 3d Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 31

Perafuran Daerah ini mulai berlakn pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orangmengetahuinya, jnemerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
padatanggal 30 Desember 2005

BUPAT1 TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MGNANGSITORUS

Diundangkan di BaJige
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR

TYPASARJBTLIBER' U, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010081442.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI C NOMOR 1
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